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ABSTRACT

Problem Statement/Backgrund: In an increasingly advanced era of information
technology, where technology and information play a crucial role in all aspects of life,
the advancement of science and technology demands that the government realizes
electronic-based services (e-services) to enhance electronic governance (e-government),
aimed at improving the efficiency, effectiveness, transparency, and accountability of
governance, as outlined in Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning e-
government Policy and Strategy Development. One of the government's efforts in
enhancing e-government is through the utilization of websites. The title of this research is
"The Implementation of Dbelukab.go.id Website through the Department of
Communication and Informatics as an Information Service in Enhancing E-government
in Belu District.Objective: The purpose of this study is to understand, describe, and
comprehend the implementation of the website as an information service in Belu District,
the encountered obstacles, and the efforts made. Therefore, the author can draw
conclusions and provide recommendations for improving e-government in Belu
District. Method: The author employs a qualitative research method with an inductive
approach. Data collection techniques used include interviews, observations, and
documentation. The data analysis technique used includes data reduction, data
presentation, and drawing conclusions.Result: The findings of this research reveal that
the implementation of information services using websites to enhance e-government has
not been optimally executed.Conclusion: The implementation of a website as an
information service to enhance e-government in Belu Regency has not yet fully operated
optimally. This is based on the applied implementation theory, which includes three
elements: support, capacity, and benefits. Several challenges have been identified,
including weak legal frameworks, very limited human resources, the lack of an
independent server, insufficient direct socialization, and the absence of financial
resources for website management. The efforts employed to overcome these challenges
include drafting a Regent Regulation (Perbub) regarding the website, recruiting
competent human resources, acquiring an independent server, increasing socialization to
the community, and proposing a special budget for website management.
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ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Era yang semakinmajudalamteknologiinformasi,
dimanateknologi dan informasimemegangperanan yang krusialdalamaspekkehidupan.

Semakinmajunya IPTEK menuntutpemerintah agar
mewujudkanpelayananberbasiselekronik (e-service)
untukmeningkatkanpemerintahanberbasiselektronik (e-government)
sehinggadapatmeningkatkanefisiensi, efektivitas, transparansi dan

akuntabilitaspenyelenggaraanpemerintahansebagaimanatertuangdalaminstruksiPresidenN
omor 3 Tahun 2003 tentangKebijakan dan Strategi Pembangunan e-government. Dalam
meningkatkane-government  salah  satuupayapemerintahyaitumenggunakanwebsite.
Juduldaripenelitianiniyaitu “Implementasi\Website belukab.go.idmelalui Dinas
KominfoSebagaiLayananinformasidalamMeningkatkanE-government  di  Kabupaten
Belu.Tujuan: Tujuan daripenelitianiniyaituuntukmengetahui,
memahamisertamenggambarkanbagaimanalmplementasiwebsite sebagailayananinformasi
di Kabupaten Belu, hambatan yang ditemukan dan upaya yang sudahdilakukan.
Sehingga, penulisdapatmembuatkesimpulan dan memberikan saran untukmeningkatkane-
government di Kabupaten Belu. Metode:
Penulismenerapkanpendekataninduktifdalammetodepenelitiankualitatif. Pengumpulan
data dilakukanmelaluiwawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data
melibatkantahapanreduksi  data, penyajian data, dan penarikankesimpulan.
Hasil/Temuan:
Temuandaripenelitianinimenyajikanbahwaimplementasipelayananinformasimenggunakan
website  untukmeningkatkane-government  belumberjalansecara  optimal  dan
terlaksanadenganbaik.Kesimpulan:
Implementasiwebsitesebagailayananinformasidalammeningkatkane-government di
Kabupaten Belu belumsepenuhnyaberjalandengan optimal, haliniberdasarkan pada
teoripenerapan yang digunakan yang meliputitigaelemenyaitupendukung, kapasitas dan
manfaat yang ditemukanbeberapakendalameliputi: payunghukum yang kurangkuat, SDM
yang sangat minim, tidakmempunyaiserversendiri, kurangnyasosialisasisecaralangsung
dan  belumadanyasumberdayafinansialuntukpengelolaanwebsite . Upaya yang
digunakanuntukmengatasikendala yang dihadapiyaitumembuatPerbubtentangwebsite,
merekrut SDM yang memilikikompetensidibidangnya, mengadakanserver sendiri,
meningkatkansosialisasikepadamasyarakat dan
mengajukananggarankhususuntukpengelolaanwebsite.

Kata Kunci :Implementasi, Layananlnformasi, Masyarakat, Website, e-government

. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era yang semakinmajudalamteknologiinformasi, dimanateknologi dan
informasimenjadiperanan yang sangat pentingdalamaspekkehidupan.

DengansemakinmajunyallmuPengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pemerintahdituntut
agar lebihmeningkatkankinerjakhususnyadalampelayananberbasiselektronik (e-service)
dalamupayamencapaigood  governance dan tata  kelolapemerintahan  yang
efektifberbasiseletronik (e-government).



Berdasarkanhasilsurvei United Nation E-government, yaitusurvei yang dirilissetiap dua
tahunsekalimemberikanperingkatkepada 193 negara anggota PBB
berdasarkantigaaspekkinerjalndeksPengembanganE-Government (EDGI),
meliputilndeksPelayananOnline (OSI), Indeksinfrastruktur Telekomunikasi (TII), dan
IndeksSumber Daya Manusia (HCI), tahun 2022 membuktikan Indonesia
mengalamipeningkatansebanyak 11 peringkatdariperingkat 88. di tahun 2020
menjadiperingkat 77 di tahun 2022. Hasil surveitersebutmenunjukkanbahwa index
pengembangane-government Indonesia daritahunketahuncenderungmeningkat,
inimenunjukkanperlunyamewujudkandigitalisasi,
terutamadalamsektorpemerintahanuntukmeningkatkanpelayananpublikdariAparaturSipil
Negara.Merujuk pada evaluasitingkatprovinsiterhadapSistem Pemerintahan
BerbasisElektronik (SPBE), Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatiurutanke 5
sebagaiprovinsiterbaikdalampenerapan SPBE. Provinsi Nusa Tenggara Timur
dinilaisudahcukupberhasildalammenerapkane-government. Hal itudapatdilihatdariindeks
yang diberikanyaitu 3,35 denganpredikatbaik. Cara pemerintahmemberikanlayanane-
governmenttersebut salah satunyadenganwebsite. Menurut(Reza Palevi,
2013)websitemerupakankoleksibeberapalaman web pada domaintertentu  yang
berisiinformasi. Situs web dibuatdariberbagaihalaman web yang dihubungkanbersama.
Salah  satupemerintahdaerah  di  Indonesia  ialahKabupaten = Belu  yang
menerapkanlayananinformasipublikmelaluiwebsitemelaluidinasKominfosebagaiupayame
nujupemerintahanberbasiselektronik (e-government). PemerintahKabupaten Belu melalui

Dinas Komunikasi dan Informatikameluncurkanwebsite yang
dapatdiaksesdenganalamatwebsitebelukab.go.idsebagaisaranalayananinformasikepadama
syarakatdalammengaktualisasikanketerbukaaninformasipubliksesuai yang
tercantumdalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Dalam mengembanfungsi dan
kewenangannya, Diskominfoperlumenggunakan media informasi yang
adauntukmendukungpenyebaraninformasiterkait program-program
prioritaspemerintah(Ayuni, 2020).Hal inimerupakanperanPemerintah Daerah
dalammerealisasikan ~ (good  governance) dan juga  mewujudkan  salah
satufungsipemerintahyaitufungsipelayananberbasiselektronik (e-

government).Websitebelukab.go.id
diharapkanmampuuntukmenyediakanpelayanandalambentukinformasikepadamasyarakatd
alamrangkamewujudkantransparansi dan akuntabilitas juga dalammeningkatkane-
government di Kabupaten Belu.

1.2 KesenjanganMasalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapatbeberapapermasalahanterkaitdenganlmplementasiwebsite belukab.go.id
sebagailayananinformasidalammeningkatkan  e-government di  Kabupaten Belu.
Permasalahan yang

pertamayaituberkaitandengankurangnyasosialisasikepadamasyarakattentangwebsite

belukab.go.id itusendiri. Hal iniditunjukkanmelalui data dariwebsite yang
menunjukkanjumlahpengunjungwebsite daribulan Januari-Agustus tahun 2023 berjumlah
4,206 orang. Kemudian data dari BPS Kabupaten Belu menunjukkanpersentasependuduk
yang mengakses internet darirentangumur 5 tahunkeataskhususnya pada kabupaten Belu
pada tahun 2022 sebesar 46,46%. Jika
persentasetahunterakhirdibandingkandenganjumlahpendudukusiaproduktif (15 s.d 59
tahun) di kabupaten Belu vyaitusebanyak 142.140 Jiwa (Sumberdari Badan Pusat




StatistikKabupaten Belu), sebanyak =+ 65 ribujiwasudahmengakses internet.
Dapatkitalihatdarijumlahpengunjungwebsite  denganjumlahpengguna  internet  di
kabupaten Belu sangatlahberbandingterbalik. Sehinggadapatdilihatbahwapartisipasi
Masyarakat kabupaten Belu masih sangat kurangterharapwebsitebelukab.go.id
sebagailayananinformasi.

Permasalahanberikutnyayaitubelumadanyapertaturandaerah yang
mengaturkhusustentangwebsiteadalahpermasalahanlainnya, website yang
dipergunakansaatinihanyaberlandaskankepadaUndang-Undang No 14 Tahun 2008
tentangKeterbukaanInformasiPublik dan juga PeraturanBupati Belu No 27 Tahun 2022
tentangSistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE).

1.3 PenelitianTerdahulu

Penelitianterdahulumerupakanpenelitian yang berkaitan dan
mempunyaiketerikatandenganpenelitian yang ditelitipenulis.
Penulismempunyaibeberapapenelitiansebelumnya yang menjadidasarataulandasan yang
memilikikemiripandenganpenelitianini  dan  menjadiacuandalammenambahwawasan,
informasisertasebagaibahankajian pada penulisan. Hasil penelitian oleh (Noveriyanto et
al., 2018)menemukanbahwa, Pemerintah Kota Surabaya
telahmencapaitingkatkematangantertinggidalamlayanane-government,
khususnyadalamdimensiPeGl  (PengukuranElectronicGovernment  Indonesia).  Hal
inimerujuk pada fasilitaskomunikasi yang
mendukunginteraksiantaraPemerintahdenganPemerintah, Pemerintahdengan Masyarakat,
dan Pemerintahdenganpelakubisnis. Evaluasipositifterhadapderajatkesiapanpelayanane-
governmentmenunjukkanbahwa Surabaya sudahberhasilmeraihtingkatkesiapan yang
tinggidalammenggunakanE-Governmentsebagaisaranakomunikasiefektifuntuk G2G,
G2C, dan G2B.

Penelitian oleh (Regan Vaughan, 2021)menemukanbahwa, pelaksanaanimplementasiE-
Governmentmelalui situs web subang.go.id dianggapberhasil. Berdasarkanevaluasi oleh
Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),
Kabupaten ~ Subang  sudahmeraihpenilaian ~ "Baik"  denganskorindeks  3,01.
Meskipunbegitu, pada penerapanE-Governmentmelaluiwebsite, terdapataspek-aspek yang
perluditingkatkan, sepertikekonstanan dan disiplindarisemuapihak yang terlibat,
sertapeningkatanjumlahstafpengelola yang memilikikompetensi yang memadai.
Penelitian oleh (Ardiyansah, 2022)mengemukakanbahwa, Penggunaane-government di
DPMPTSP Kota Semarang mengedepankanintegrasiantarapelayanangovernment to
government (G2G), governmenttobusiness (G2B), dan government to citizen (G2C)
dalamsatusistempelayanantunggal. Lingkupe-government di DPMPTSP Kota Semarang

mencakuptigaaspek, meliputiadministrasielektronik (e-administration),
keterlibatanwargaelektronik (e-citizen), sertalayananelektronik (e-service). Implementasi
situs web DPMPTSP Kota Semarang dalammenerapkane-
governmenttelahsuksesmeningkatkanefektivitas dan

efisiensidalammemberilayananperizinan, dan situasiiniterlihatdaripeningkatan yang
signifikandalam data statistikkunjunganharianke situs web DPMPTSP.
Lebihlanjutpenelitian yang dilakukan oleh (La Tarifu et al.,
2022)menemukanbahwapenggunaan situs web oleh Pemerintah Kota Kendari
sebagaiprasaranauntukmenyediakaninformasipubliktelahterbuktiberhasilsecaraefektif.
Websitetersebuttelahmemainkanperan yang sangat
efisiendalampenyampaianinformasikepadamasyarakat. Peran
pemerintahsendiridalamkontekswebsitetelahterbukti sangat efektif, di mana peran yang
dimainkanterhadapwebsitemencakupfungsipengelolaan,  pengatur, pengontrol, dan



pengawasan. Isi dariwebsitePemerintah Kota Kendari
berhasilmenyampaikaninformasisecarajelaskepadamasyarakatterkaitberbagaiaspek yang
terkaitdenganpemerintahan dan kebijakanpublik.
Walaupunterdapatsebagiandariwebsitebelumsepenuhnyaterisikarenaketerbatasansumberd
ayakeuangan yang tidakmencukupi. TerkaitinteraksimelaluiwebsitePemerintah Kota
Kendari, meskipunbelumterwujudsecaralangsung di dalamwebsiteitusendiri,
namuntelahdiwujudkanmelaluiberbagai portal aplikasi yang dapatdiakses di dalamnya.
Sebagaicontoh, interaksiantara government to citizen, governmenttobusiness, government
to government, sertagovernment to employees dapatdiaksesmelalui portal-portal
aplikasitersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khairi, 2022)menemukanbahwa, Kehadiran situs
webpemerintahtelahmemberikankemudahanbagipemerintahdalammenyampaikanberbagai
informasikepadamasyarakatdenganlebihefektif. Pemanfaatan yang efisiendari situs
webpemerintahtelahmenjadikanpencarianinformasitentangpemerintahanKabupaten Aceh
Jaya lebihmudahbagimasyarakat. Adanya situs
webpemerintahsudahmenghasilkanpeluangpartisipasitidaklangsungantarapemerintah dan
masyarakat, melibatkanpenyaluranpesan-pesanpemerintahtentangcapaiankinerja yang
telahdijalankanhinggasaatini.
Diperlukanpeningkatandalamtransparansiinformasikarenapengelolaanwebsite oleh
pemerintahmelaluiDiskominfomasihmelakukanpenyortiraninformasisebelumdisajikankep
adamasyarakat. Denganadanyawebsitepemerintah,
manajemenperubahanmenciptakanmasyarakat yang
lebihberpengetahuankarenamerekadapatmengetahuimengenaikegiatan yang dilakukan
oleh PemerintahKabupaten Aceh Jaya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rolania Batubara & Helmy,
n.d.)darihasilpenelitiandapatdiketahuibahwaperkembangan e-government di Padang
Pariamanmasihbelum optimal. Pengembangan e-government di Kabupaten Padang
Pariaman juga masihterhambat oleh beberapafaktorsepertikurangnyakemauanpolitik yang

kuat, kurangnyaketersediaansumberdayamanusia dan
infrastruktursertakurangnyaanggarandaripemerintahsehinggaPemerintahKabupaten
Padang Pariamanperlumeningkatkansumberdayamanusia dan

infrastrukturuntukmendukungkeberhasilanpengembangan e-government di Kabupaten
Padang Pariaman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2023)pemeritah Desa
KertabasukiKecamatan Maja
KabupatenMajalengkaakanterusberusahaberperanuntukdapatmeningkatkanpelayananmas
yarakatkhususnya pada pelayananinformasi dan
komunikasimenggunakanpelayananpublikdengan  media  sosialberupasitusweb.  E-
Government berperanpentingbagisemuapengambilankeputusan.
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuisejauhmanapelaksaan E-Government dan
strukturinformasi di Desa

Kertabasukidalampeningkatanpelayananpublik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nuralim&Navasari,
n.d.)menemukanbahwaefektifitassisteminformasi Desa Kertayasadipengaruhi  oleh
kapasitassumberdayamanusia dan insfrastruktur. Jika tidakadaGenerasi agent of change
dari Universitas Galuh, tata kelola website desatidakakanefektife dan efisien.

Peneliitimemberikan saran kepadaPemerintah Desa
Kertayasauntukmelakukankolaborasidalam tata kelola website denganberbagailnstitusi
yang ada di KabupatenCiamis, sertamendorong SDM Desa

unrukmengikutipelatinankhusnya di bidang IT.



Penelitianselanjutnyadilakukan(Wijayanti Sutopo et al., n.d.), adapunhasiltemuan yang
diperolehmenunjukkanbahwaDisdikbud Jawa Tengah belummemiliki SOP yang
secarakhususmengaturimplementasi e-Government. Ketiadaan SOP
iniberdampaksignifikan pada berbagaiaspeklainnya dan menyebabkanhambatan,
terutamadalamstrukturbirokrasi. Disdikbud Jawa Tengah juga menghadapikendalalain,

sepertikurangnyajumlah dan
kualitassumberdayamanusiasertaketerbatasananggaranuntukmenyediakanfasilitas  yang
memadai. Secarakeseluruhan, implementasikebijakan e-Government di

instansiinibelumberhasil dan masihterdapatbanyakhambatan yang harusdiatasi.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Likuwatan et al.,
2023)menunjukkanbahwaPenerapan  e-government  berbasis website di  Desa
Jatirejoyosomasihdalamtahappersiapan, sehinggaperluadanyapeningkatankapasitas SDM
dan anggaran agar bisaberkembangketahapselanjutnya, yaitupematangan, pemantapan,
dan pemanfaatan.

1.4 PernyataanKebaruanlimiah

Penulismelakukanpenelitian yang berbeda dan belumdilakukan oleh penelitianterdahulu,
dimanakontekspenelitian yang
dilakukanpenulisyaknitentangimplementasiwebsitelayananinformasiberbasiswebsitedala
mmeningkatkane-government. Metode yang digunakan juga berbedadenganpenelitian
yang dilakukan oleh (Ardiyansah, 2022). Perbedaanlainnyaterletak pada teori yang
digunakan, dimanapenelitianinimenggunakanteoriHarvard JFK School of Government -
dalam(Indrajit, 2016) yang menyatakanbahwaterdapat 3
elemenutamadalammengukurtingkatkeberhasilanpenerapane-government yang
meliputielemenSupport, Capacity, dan Value, yang berbedadenganteori yang
dipakaidalampenelitian oleh Noveriyantodkk, Regan Vaughan, Ardiyansah, La Tarifudkk,
Khairi, Setiawan dkk, dan Wijayanti Sutopo dkk. Selain perbedaan pada teori yang
digunakan juga terdapatperbedaan pada lokusatautempatberlangsungnyapenelitianini
yang berbedadenganlokusdaripenelitianterdahulu.

1.5 Tujuan

Penelitianinibertujuanuntukmengetahui dan memahamiimplementasiwebsite
belukab.go.id, faktorpenghambatimplementasiwebsite belukab.go.id, dan upaya yang
dilakukan Dinas Kominfodalammengatasihambatan yang
ditemukandalamimplementasiwebsitebelukab.go.idsebagailayananinformasidalammening
katkane-government di Kabupaten Belu.

Il. METODE

Ruang lingkuppenelitian yang akandikembangkan oleh
penulissesuaidenganbidangkeilmuan pada Program Studi TeknologiRekayasalnformasi
Pemerintahan. Dalam

penelitianinipenulismenerapkanmetodepenelitiankualitatifdenganpendekataninduktif
yang
berartipenulismelakukanpenelitianberdasarkepadafaktaempirikuntukmenentukankebenara
n yang bersifatumum(Sugiyono, 2019). Menurut(Hardani,
n.d.)penelitiankualitatifmerupakansuatupenelitianuntukmengungkapkankonflikgejalaseca
ra holistic-kontekstualdenganpengumpulan data darilatarbelakang dan penulissebagai
instrument kunci.Penulismembatasilingkuppenelitianhanya pada



tigadimensiuatamapengembangane-governmentmenurut Eko Indrajit (2016) dengan 3
dimensiyaituelemenpendukung
(Support),elemenkapasitas(Capacity)danelemenhasil(Value). Penulismengumpulkan data

melaluiwawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang
diperolehtersebutselanjutnyadianalisisdenganteknikreduksi data, penyajian data dan
menarikkesimpulan. Dalam melakukanpengumpulan data
penulismelakukanwawancaramendalamterhadap 11 orang informan yang

terdiridarikKepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Belu,
Kepalalnfrastruktur dan Teknologi, KepalaBidangLayananinformasi Publik Dinas
Komunikasi dan Infromatika, Kepala Seksi PengelolaanOpini Publik, 1 Operator/Staff
PengelolaWebsite dan 6 Masyarakat Penggunawebsite belukab.go.id.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitianpenulisdapatkansetelahpenulismelakukanpengumpulan data
berupawawancara,  observasi dan  dokumentasi.  Berdasarkan data  yang
diperolehpenulismengolah dan menganalisis data tersebutdenganmereduksi data,
menyajikan data dan menarikkesimpulan.
PenulismenggunakanteoriElemenSuksesPenerapanE-government oleh Prof. Richardus
Eko Indrajit, yang mana dalamteoritersebutterdapat 3 elemenutamayaitu:

3.1 ElemenPendukung (Support)

Elemensupportmerupakanelemenawal dan sangat penting yang
harusdimilikiyaituaspirasidarisejumlahpejabatpublik ~ dan  politisi agar  sungguh-
sungguhmengimplementasikanpemerintahanelektronik (e-government),
tidaksekedarmengikutitrendsemataataubahkanmenolakusaha yang terkaitdenganprinsip-
prinsipe-government. Adapun bentukdukungan yang bisadiberikanyaitusebagaiberikut:

a. KebijakanatauAturan yang MengaturlmplementasiE-Government
Menjalankanataumengoperasikansuatusistemkerjatentunyamemerlukandukungandaripiha
kpemerintahterkaitdengansistemkerja yang bersangkutan. Oleh sebabitu,
upayapemerintahKabupaten Belu
dalammenerapkanwebsitesebagailayananinformasiuntukmeningkatkane-government  di
wilayah tersebutmenjadiindikasinyatakomitmenpemerintahdalammewujudkanelectronic
government di Kabupaten Belu.
Berdasarkanhasilpenelitian,penulismenemukanbahwaperaturanataukebijakan yang
mengaturtentangimplementasiwebsitesebagailayananinformasidalammeningkatkane-
government di  Kabupaten Belu belummemilikikekuatanyagmemadai.  Hal
inidapatdiperjelasdenganbelumadanyaPeraturanBupati yang
khususmengaturtentangwebsite. Kalaupunadaituhanyamengacu pada Surat Keputusan
Bupati yang memberikantugaskepadaDiskominfountukmengelola dan
memberikanpelayananinformasikepadamasyarakatmelaluisitus webbelukab.go.id,
Undang-UndangNomor 14  Tahun 2008 tentangketerbukaaninformasipublik,
InstruksiPresidenNomor 3 Tahun 2003 tentangKebijakan Dan Strategi Pembangunan E-
Government, PeraturanPresidenNomor 95 tahun 2018 tentangSistem Pemerintahan
BerbasisElektronik (SPBE), dan PeraturanBupati Belu Nomor 27 tahun 2022
tentangSistem Pemerintahan BerbasisElektronik.

b. KemampuanOrganisasidalamSosialisasiPenyelenggaraanSuatuSistem
Berlangsungnyasuatusistemdalamsuatuorganisasitentunyatidakterlepasdaricara dan
kemampuanorganisasitersebutdalammenerapkannyauntuksuatupeningkatan yang



signifikan. Hal yang sama juga yang dibutuhkandalampeningkatane-government di
Kabupaten Belu melaluiwebsite belukab.go.id yang mana
diperlukanperanpentingorganisasiuntukmempublikasikanataumensosialisasikaninformasit
entangpenggunaan situs websebagailayananinformasi.

Berdasarkanhasilpenelitian, penulismenemukanbahwaimplementasi situs
websebagaisaranapelayananinformasiuntukmeningkatkane-government  di  Kabupaten
Belu belumsepenuhnyatersampaikankepadamasyarakatKabupaten Belu
karenabentuksosialisasi  yang  dilakukanhanyamelaluilink  yang  disebarkan di
GrupWhatsapp, ataulewatakunfacebook. Sosialisasi yang
intensifberdasarkanhasilwawancaradiatashanyadilakukankepadasesama OPD

ketikamelakukansuatupertemuanataurapat.

3.2 Elemen Kapasitas (Capacity)
Elemencapacityialahkomponenkemampuanataupemberdayaandalammewujudkantujuane-
governmentmenjadikenyataan. Pemerintahharusmemilikitigahalterkaitdenganelemenini:

a. KetersediaanSumber Daya Finansial yang Memadai

Sumberdayafinansial sangat
pentingdalammenentukankeberhasilanimplementasiwebsitesebagailayananinformasi.
Dengandukungankeuangan yang memadai, dapatmemastikanpengembangan,
pemeliharaan, dan pemasaranwebsitedilakukansecara optimal. Tanpasumberdayafinansial
yang memadai, risikokegagalanimplementasiwebsite dan
ketidakmampuanmemenuhikebutuhanpenggunadapatmeningkatsecarasignifikan.
Berdasarkanhasilpenelitian,
penulismenemukanbahwaterkaitsumberdayafinansialyaitubelumadanyaanggarankhususun
tukpengelolaanwebsite, sehinggaimplementasilayananinformasidalammeningkatkane-
government berbasiswebsite belum optimal. Website yang
adasaatinihanyadikelolasecaramandiri oleh DiskominfoKabupaten Belu. Anggaran yang
disiapkanhanyauntukmenyewa dan mengelola server.

b. KetersediaanSumber Daya Infrastruktur yang Memadai

Keberhasilanpenerapane-governmentsebagianbesarditentukan oleh
ketersediaaninfrastruktur, yang mencakup 50% darifaktorpenentu.
Tanpadukunganinfrastruktur yang mencukupi,
implementasilayananinformasidalammeningkatkane-government

berbasiswebsiteakanterhambat. Infrastruktur yang
baikmemastikanwebsitedapatmenanganijumlahpengunjung yang besar,
memberikankinerja yang cepat, dan menjagaketersediaanlayanan.

Berdasarkanhasilpenelitian,
penulismenemukanbahwainfrastrukturuntukmengelolawebsitesebagailayananinformasidal
ammeningkatkane-government sudahmemadaidimanaterdapat21 unitKomputer /PC, dan
laptop 14 unit. Meskipuntidaksemua laptop atau PC
tersebutdigunakanuntukmengelolawebsite, namunterdapat minimal 2 unit PC atau laptop
untukmengelolawebsite.

c. Sumber Daya Manusia yang Berkompeten

Sumberdayamanusia yang berkompeten sangat
krusialdalammenentukankeberhasilanimplementasiwebsitesebagailayananinformasiuntuk
meningkatkane-government. Sumberdayamanusia yang
unggulakanmenjadipendorongutamapeningkatan e-government,

sementarakekuranganketerampilan dan



kapasitasdalamsumberdayamanusiapdapatmenjadihambatanserius. Oleh  karenaitu,
keberhasilanimplementasie-governmentsejalandengankeberdayaansumberdayamanusia
yang memadai,
sedangkankelemahandalamhalinidapatmenghambatperkembanganpositife-government.

Berdasarkanpengamatanlangsung di lapangan, ditemukanbahwakompetensipegawai yang

memilikiketerampilan di bidangTeknologi dan
Informasitersebutmasihbelummencukupibahkanbolehbikatakan sangat kurang dan minim
sekaliuntukpengelolaansebuahwebsitepemerintahdaerah. Maka,

diperlukanpeningkatanbaikdarisegikualitasmaupunkuantitassumberdayamanusia yang
bertanggungjawabdalammengelolawebsite belukab.go.id. Pada tabel ldan
2dibawahinipenulismenampilkanjumlahpegawaiKominfoberdasarkantingkatataujenjangp
endidikan dan berdasarkanlatarbelakangpendidikan.

Tabel 1.
Pegawai Dinas Komunikasi dan InformatikaBerdasarkan Tingkat Pendidikan

No Jabatan Tingkat Pendidikan Ket

S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Kepala Dinas 1

2 Sekretaris 1

3 KepalaBidang 4

4  KepalaSubbag 1 1

5 Kepala Seksi 3 2

6 Pranata 1 1

TeknologilnformasiKomputer

7  Pengolah Data dan Informasi 1

8 Tenaga Kontrak 2 1
Jumlah s ) 4

Sumber: Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Belu

Berdasarkan data pada tabel 1 terlihatbahwasebagianbesarpegawai Dinas Komunikasi
dan InformatikaKabupaten Belu merupakanlulusan S1 (Strata 1) denganjumlah 13 (dua
belas) orang dari total pegawai 19 (sembilanbelas) orang ditambahtenagakontrak. Data
diatasmenunjukkansumberdayaaparaturberdasarkantingkatpendidikan ~ yang  dimiliki
Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Belu
belumcukupmemadaikarenadapatdilinatbahwatidakadasatupun yang merupakanlulusan
S2 (Strata 2) apalagi S3 (Strata 3) ditambahlagimasihterdapatjabatan-jabatantertentu yang
masihlowongataubelumterisisepenuhnyasehinggaharusdilakukanperekrutanpegawai.



Tabel 2
dibawahmenunjukkanPegawaiDiskominfoberdasarkanlatarbelakangpendidikannya

Tabel 2.
Pegawai Dinas Komunikasi dan InformatikaBerdasarkan Latar Belakang
Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan Jumlah

1 2
Sosial 3
IImu Pemerintahan 1
Ekonomi 4
Teknik 1
Teknik Informatika 1
Sastra i
Hukum 2
Ahli Muda dan Ahli Madya 2
Umum (SMA 4
Jumlah 19

Sumber: Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Belu

DilihatdariTabel 2,  dapatdilihatpegawai  pada Dinas  Komunikasi  dan
InformatikaKabupaten Belu memilikilatarbelakangpendidikan yang tidaksama, salah
satunya Yyang berlatarbelakangpendidikandaribidang IT hanyasatu orang dan
pegawaitersebutbukanlahsebagai orang yang mengelolawebsitebelukab.go.id.

BerdasarkanTabel 1 dan Tabel 2tersebutdapatdisimpulkanbahwa Dinas Komunikasi dan
InformatikaKabupaten Belu darisegiSumber Daya Manusia (SDM) dalamhalini orang
yang dapatmengelolawebsite dinilaimasih sangat minim ataubelummemadai danyang

mana ditemukanbahwapegawai yang berlatarbelakangpendidikan di
bidangTeknologilnformasihanya 1 (satu) orang,
namunpegawaitersebutbukanlahpengelolawebsite. Justru yang
menjadipengelolawebsitebelukab.go.idadalahseorang yang

berlatarbelakangpendidikanbukandaribidang 1T, melainkandarilulusansarjana Ekonomi.

3.3 Elemen Hasil (Value)

Jika tidakada yang merasakanmanfaatdaripenerapangagasane-government,
berbagaiupayauntukmewujudkannyaakanmenjadisia-sia. Masyarakat dan pihak-pihak
yang memilikikepentingan (demand side) adalah yang

menentukanseberapabesarmanfaate-government.

a. Manfaat bagipemerintah

Manfaat yang dapatdirasakan oleh pemerintahkhususnya Dinas Komunikasi dan
InformatikaKabupaten Belu
dalamImplementasiwebsitesebagailayananinformasidalammeningkatkane-government
yaitudenganadanyawebsiteinipemerintahKabupaten Belu bisamenghembatanggaran yang

digunakanuntukmenyebarkaninformasisehinggaanggaran yang
adabisadialokasikanuntukkeperluan lain yang
berhubungandenganpelayanankepadamasyarakat. Juga adanyawebsite

belukab.go.idinisebagaiwujudketerbukaanatautransparansidaripemerintahKabupaten
Belu.



b. Manfaat bagimasyarakat

Adapun manfaatbagimasyarakatsebagaipenggunawebsite
yaitumasyarakatdenganmudahuntukmendapatkaninformasiatauberitaseputarjalannyapeme
rintahan di Kabupaten Belu mulaidari agenda
pimpinansampaiberjalannyakegiatantersebut. Masyarakat juga
bisamendapatkanpelayanan  yang diinginkankarenaterdapatbeberapalayanan  yang
bisadiaksesmelaluiwebsitebelukab.go.idsepertipelayananuntukmencarilowonganpekerjaan
dan pelayananperizinanuntukusaha.

3.4 DiskusiTemuan Utama Penelitian

Implementasilayananinformasiberbasiswebsitedalammeningkatkane-government di
Kabupaten Belu membawadampak yang
cukuppositifbagimasyarakatdenganmenyediakanketerbukaaninformasipublik,
sehinggamenciptakanpemerintahan =~ yang  transparan  dan  akuntabel. Hal
initerlihatdaritigaelemensuksespenerapane-governmentyaituelemenpendukung,
elemenkapasitas, dan elemenhasil. Meskpipunterdapatelemen yang

masihbelumberjalansebagaimanamestinyamisalnyaaspekSumber Daya Manusia (SDM)
dan aspekfinansial, namun yangaspektelahberjalandenganbaikharusterusdipertahankan
dan ditingkatkan dan yang belumbaik agar diperbaiki dan diadakan.

V. KESIMPULAN

Dalam penelitianinipenulismenyimpulkanbahwalmplementasi website
sebagailayananinformasidalamupayameningkatkane-government di Kabupaten Belu
secarakeseluruhanbelumberjalansecara optimal. Dapatdiamatidariteori Indrajit yang
terbagimenjadi 3 elemen/unsuryakniunsurPendukung (Support), unsur Kapasitas

(Capacity), dan unsur Hasil (Value) yang
berdasarkanhasilpenelitianditemukanmasihterdapatbeberapahambatanataukendala  yang
perludiperbaiki, diadakan dan ditingkatkan dan upaya-
upayauntukmengatasihambatanataumasalah yang ditemukantersbebut.
KeterbatasanPenelitian, keterbatasanutamadaripenelitianiniadalahwaktu,
sehinggapenulishanyadapatmengidentifikasimasalahsecaraumum dan
belumdapatmelakukanpenelitianmendalam. Selain itu, penulis juga
menyadaribahwajumlahreferensi dan sumber yang
digunakandalampenelitianinimasihkurangmemadai.

Arah Masa DepanPenelitian (future work),
Penulismenyadaribahwatemuanpenelitianinimasihbersifatawal. Oleh karenaitu,
disarankanuntukdilakukanpenelitianlanjutan di
lokasiserupamengenaiimplementasilayananinformasiberbasis website

dalammeningkatkan e-government di Kabupaten Belu, gunamemperolehhasil yang
lebihmendalam. Bagi penelitiselanjutnya, diharapkandapatmencarilebihbanyakreferensi
dan sumber yang akuratterkaitdengantopikpenelitianini.

V. UCAPAN TERIMAKASIH
UcapanterimakasihpenulistujukankepadapemerintanKabupaten Belu khususnya Dinas
Komunikasi dan InformatikaKabupaten Belu besertajajarannya, yang



telahmemberikankesempatanbagipenulisuntukmelaksanakanpenelitan. ~ Penulis  juga
mengucapkanlimpahterimakasihkepada Bapak Drs. H. Asmungi, SH., M.Si, Bapak
Ir.Murdiyana,  M.Si, dan lbu Eem  Nurnawati, SP., M.Si, yang
telahmembimbingpenulisdalammenyelesaikan tulisan ini.
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